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Abstrak 

Membangun citra dan reputasi positif di lembaga Kepolisian Republik 

Indonesia itu merupakan suatu keharusan dimana bagi Polri pada saat ini citra positif 

merupakan tujuan utama untuk memperoleh kepercayaan publik (public trust). 

Bersinggung dengan soal image dan reputasi Kepolisian Negeri Impian, sudah 

seharusnya lembaga ini harus serius menangani permasalahan tentang pencitraan, 

untuk mencapainya diperlukan usaha untuk memperbaiki citra Kepolisian Negeri 
Impian yang selama ini dianggap kurang profesional melalui Pengelolaan kesan 

dengan teknik normalisasi stigma.  

Penulisan penelitian ini bertujuan:(1) mengkaji dan menganalisa Pengelolaan 

kesan dengan teknik normalisasi stigma,(2) mendeskripsikan Normalisasi stigma guna 

meningkatkan Citra di kepolisian Negeri Impian, dan (3) Mengelaborasi segala 

temuan dalam penelitian untuk merekomendasikan saran membangun opini baik yang 

dapat diterapkan dalam membangun Citra Kepolisian Negeri Impian. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teori yang 

digunakan adalah Pengelolaan kesan dengan teknik  Normalisasi stigma dalam 

prespektif Erving Goffman. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan 

subyek adalah personel polisi yang melaksanakan program polisi promoter sebanyak 

17 orang dan masa tugasnnya diatas tujuh tahun. Metode analisis data dilakukan 

dengan prosedur mentranskrip, bracketing, menginventarisir pertanyaan penting, 

cluster of meaning dan deskripsi esensi. 

Temuan penelitian ini menghasilkan teknik pengelolaan kesan dengan teknik  

Normalisasi stigma bagi personel polisi yaitu: (a) dilakukan pemecatan pada anggota 

yang melakukan kesalahan yang berat, (b) pembinaan keagamaan terhadap personel 

Polri yang bermasalah dengan tingkat pelanggaran Ringan, (c) 

Memutasikan/memindah tugaskan personel Polri yang bermasalah dengan tingkat 

pelanggaran sedang, (d) Pimpinan harus bertindak tegas, (e) Pemimpin harus bisa 

menjadi suritauladan yang baik, (f) Memberikan penghargaan bagi personel yang 

berprestasi dan memberikan hukuman yang sesuai bagi personel yang bermasalah, (g) 

Memproses personel Polri yang bermasalah dengan berdasarkan asas keadilan dan 

Hak asasi manusia, (f) Melakukan revolusi mental dengan pembinaan keagamaan 

terhadap personel Polri yang bermasalah, (g) Bila pelanggaran ringan bisa diberikan 

hukuman fisik seperti lari 6 putaran, pushup 50 kali dan lain-lain, (h) Meningkatkan 

kesejahteraan personel Polri, (i) Memberi hukuman sesuai dengan tingkat 
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pelanggarannya, (j) Menurunkan pangkat setingkat lebih rendah, dan (k) Melakukan 

revolusi mental dimulai dari level pimpinan. 

Kesimpulan hasil analisis penelitian adalah: Dalam normalisasi stigma harus 

dilakukan pemecatan dan penurunkan pangkat bagi personel polisi sesuai dengan 

tingkat pelanggarannya. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan Kesan Dengan Teknik Normalitas Stigma 
 

 

Pendahuluan 
 

Kepolisian adalah salah satu lembaga 

negara di Republik Indonesia yang yang 

memiliki slogan sebagai pengayom 

masyarakat. Selain itu aparat kepolisian 

juga memberikan pelayanan langsung 

kepada masyarakat seperti pelayanan 

pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) 

dan menerima pengaduan masyarakat baik 

yang berupa tindakan kriminal, keamanan 

dan ketertiban masyarakat. Namun menurut 

salah satu masyarakat menyebutkan bahwa 

polisi kurang dekat dengan masyarakat, 

masih ada jarak tak terlihat yang membatasi 

antara polisi dengan Polisi. Selain itu, 

dalam menjalankan tugasnya, polisi masih 

bersifat pamrih dan tidak jarang meminta 

uang (Kompas.com, 2009) 

Untuk itu, membangun citra dan 

reputasi positif di lembaga Kepolisian 

Republik Indonesia itu merupakan suatu 

keharusan dimana bagi Polri pada saat ini 

citra positif merupakan tujuan utama untuk 

memperoleh kepercayaan publik (public 

trust). Bersinggung dengan soal image dan 

reputasi Kepolisian Negeri Impian, sudah 

seharusnya lembaga ini harus serius 

menangani permasalahan tentang 

pencitraan, untuk mencapainya diperlukan 

usaha untuk memperbaiki citra Kepolisian 

Negeri Impian yang selama ini dianggap 

kurang profesional melalui Pengelolaan 

kesan. Pengertian citra itu sendiri abstrak 

(intangible) dan tidak dapat di ukur secara 

matematis, tetapi wujudnya dapat dirasakan 

dari hasil penilaian baik atau buruk 

(Ramdhani dan Wiwitan, 2018).  

Keberadaan personel polisi sangat erat 

kaitannya dengan masyarakat, karena 

masyarakat yang memiliki pengaruh paling 

besar dan merupakan target utama dalam 

memberikan pelayanan kepada mereka. 

Kasus penyalahgunaan wewenang, 

penganiayaan, ketidakjelasan dalam 

penyampaian informasi suatu kasus, 

pelecehan seksual, perbuatan tidak 

menyenangkan, serta pengusutan kasus 

yang tidak kunjung selesai adalah 

gambaran penyelewengan yang dilakukan 

personel polisi di Negeri Impian. Sehingga 

perlahan-lahan akan membentuk opini 

negatif dan sikap ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap lembaga Kepolisian 

(Trilaksono, 2015). 

Kepolisian adalah pilar utama dalam 

menciptakan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Seharusnya opini yang 

terbentuk adalah polisi adalah sosok yang 

menjadi panutan untuk dijadikan contoh 

dan bisa diandalkan dalam memberikan 

perlindungan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Bilamana terdapat 

penyalahgunaan wewenang dalam 

pelaksanaan tugas di lapangan hal ini akan 

membuat masyarakat ragu dengan 

kemampuan polisi dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pelindung dan pelayan masyarakat.  

Begitu kompleksnya tantangan tugas 

Polisi saat ini maka Lembaga ini harus 
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betul-betul berbenah dalam segala hal 

seperti di bidang pembinaan, operasional 

maupun pembangunan. Sumber daya 

manusia serta sarana dan prasarana. Namun 

di sisi lain masih terdapat akses negatif dari 

peyelenggaraan tugas pokoknya berupa 

penyimpangan perilaku personil polisi 

seperti penyalahgunaan wewenang/ 

kekuasaan (abuse of power), dan 

melakukan perbuatan tercela lainnya yang 

melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan 

keagamaan (Ngatiya, 2012). 

Berdasarkan hasil survey Transparency 

Internasional Indonesia Polri menduduki 

rangking kelima dari data lembaga/Institusi 

pemerintah yang paling banyak disorot 

masyarakat karena sering melakukan 

praktik KKN, dan akibatnya banyak sekali 

prestasi lembaga Kepolisian dalam bidang 

kamtibmas (pengamanan dan penertiban 

masyarakat) yang tertutupi oleh berbagai 

isu atau rumors yang berkaitan dengan 

penyelewengan aparat kepolisian. Sehingga 

citra di masyarakat sangatlah buruk, seolah-

olah tidak ada yang positif tentang citra 

polisi (rappler.com, 2017). Menurut 

Goffman (dalam Sengupta, Banks, Jonas, 

Miles, & Smith, 2011; Genberg et al., 

2007) mendefinisikan stigma adalah 

sebagai proses dinamis dari devaluasi yang 

secara signifikan mendiskredit seorang 

individu di mata individu lainnya. 

Stigmatisasi terhadap personel polri 

disebabkan karena polisi tidak bisa 

membatasi penampilan yang seharusnya dia 

simpan ini ditampilkan di depan panggung 

(front region) seperti apabila ada pelanggar 

lalu lintas dijalanan yang seharusnnya 

ditilang tapi malah diajak negosiasi untuk 

membayar langsung dan tidak diberi surat 

tilang.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (1)  

menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dapat diberhentikan 

tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian 

Republik Indonesia karena melanggar 

sumpah/janji anggota Kepolisian Republik 

Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 1 

Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 

berbunyi:  Kepolisian adalah segala ihwal 

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

Polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Sesuai bunyi Undang-Undang diatas 

maka sudah seharusnnya Polisi 

mengayomi, melindungi dan melayani 

bukan sebaliknya melakukan 

penyalahgunaan wewenangnnya dan 

melakukan perbuatan tercela yang 

melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan 

keagamaan seperti: meminta upeti, 

mempersulit, dan menyakiti masyarakat. 

Selain itu sudah seharusnya personel polisi 

menjadi pelayan, pelindung dan pengayom 

masyarakat dengan tidak membeda-

bedakan suku, agama ras atau golongan. 

Memang tidak semua personel polisi 

menyebabkan citra yang buruk pada 

Kepolisian Negeri Impian hanya beberapa 

personel saja yang melakukan tindakan 

melanggar etika Kepolisian. Permasalahn 

ini diperlukan pembenahan di segala bidang 

yang dimulai dari petinggi-petinggi Polri 

sehingga penyebab jeleknya citra polisi 

dimasyarakat harus dihapuskan. Semboyan 

Promoter dalam rangkaian kebijakan dan 

agenda pembangunan Polri untuk lebih 

baik yaitu professional, modern dan 

terpercaya. Adanya komitmen untuk 

mewujudkan polisi promoter merupakan 

upaya untuk memperbaiki citra polisi yang 

selama ini dianggap kurang professional, 

kurang modern dan kurang dipercaya oleh 

masyarakat. 

Pengelolaan kesan (Manajemen kesan) 

yang dikembangkan oleh Goffman 

merupakan bagian kajian teori dramaturgi. 

Pengelolaan kesan  (pengelolaan kesan) 
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adalah suatu usaha seorang individu yang 

dilakukan untuk dapat menciptakan kesan 

atau persepsi atas dirinya dihadapan publik. 

Pengelolaan kesan dilakukan terhadap 

simbol verbal ataupun simbol nonverbal 

yang melekat pada diri seseorang. Pada 

penelitian citra Polri mengkaji sejauhmana 

pengelolaan kesan  berada di panggung 

depan (front region) maupun panggung 

belakang (back stage) pada diri seorang 

personel polisi di wilayah hukum 

Kepolisian Negeri Impian yang mana 

Goffman telah membagi menjadi dua arah 

berdasarkan aktor yang memainkan peran 

tersebut, yaitu: 

a. Panggung depan (front region). 

Membahas tentang pengelolaan kesan 

yang perankan oleh aktor personel 

polisi berkaitan dengan aspek 

penampilan (appearance) serta gaya 

(manner).  

1) Penampilan (appearance) dari 

pengelolaan kesan yang ditinjau 

berdasarkan segi penampilan yang 

dilakukan oleh aktor personel polisi 

meliputi sikap tampang dan pakaian. 

Bagaimana sikap tampang dan 

pakaian seorang personel polisi saat 

aktor tersebut ada bagian panggung 

depan (front region) yang 

diperlihatkan sehingga dapat 

menimbulkan kesan sebagaimana 

yang diinginkan oleh kalangan 

masyarakat Negeri Impian maupun 

oleh orang yang ada disekitarnya 

yang merupakan bagian dari 

pementasan di panggung depan. 

2) gaya (manner) dari pengelolaan 

kesan merupakan bagian yang dilihat 

dari segi gaya yang dilakukan oleh 

aktor personel polisi yang berkaitan 

dengan perilaku, sikap, mimik 

wajah, bahasa tubuh, isi pesan, serta 

cara berbicara maupun gaya bahasa 

pada ssar sedang melaksanakan 

perannya sebagai polisi. 

b. Panggung belakang (back stage). 

Peneliti meneliti kehidupan aktor polisi 

yang berada di jalan tempat pengaturan 

lalu lintas maupun di tempat kerja, apa 

saja yang  dipersiapankan oleh aktor 

polisi yang ditinjau sebagaimana telah 

dipaparkan di depan, sehingga bisa 

terjun di kehidupan aktor front 

regionnya. Dengan demikian akan 

dapat diketahui terjadinya perbedaan 

yang signifikan pada proses 

pengelolaan kesan dari kehidupan aktor 

back stage-nya bila dibandingkan 

dengan kehidupan aktor front region. 

Ada beberapa segi penting yang 

merupakan bagian dari kehidupan back 

stage aktor polisi antara lain: 

1) Penampilan. Meski penelitian ini 

meneliti tentang polisi Kepolisian 

Negeri Impian. Namun penampilan 

merupakan salah satu aspek yang 

menjadi fokus penelitian, karena 

pengelolaan kesan pada aktor polisi 

dapat memungkinkan ia 

menggunakan perias wajah pada 

kehidupan back stage-nya untuk 

kepentingannya; 

2) Pakaian berfungsi untuk membuat 

pencitraan terhadap aktor yang 

memakainya. Sehingga aspek 

pakaian yang dikenakan oleh aktor 

polisi juga menjadi bahan kajian dari 

penelitian ini. 

3) Sikap dan Perilaku Peneliti. Kajian 

ini fokus pada sikap dan perilaku 

dari aktor polisi di Kepolisian Negeri 

Impian.  

4) Bahasa Tubuh merupakan salah satu 

identitas atau ciri khas dari aktor. 

Sebagaimana aktor polisi Kepolisian 

Negeri Impian, yang bisa dilihat 

pengelolaan kesan melalui gerak 

bahasa tubuhnya.  
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5) Mimik Wajah merupakan bentuk 

ekspresi dari aktor saat mereka 

melakukan interaksi. 

 

Sosiolog Erving Goffman 

(dalam Sengupta, Banks, Jonas, Miles, 

& Smith, 2011; Genberg et al., 2007) 

mendefinisikan stigma sebagai proses 

dinamis dari devaluasi yang secara 

signifikan mendiskredit seorang 

individu di mata individu lainnya. 

Stigma dapat juga didefinisikan sebagai 

suatu fenomena yang dapat 

memengaruhi diri individu secara 

keseluruhan (Crocker dkk., Jones dkk., 

Link & Phelan dalam Major&O’Brien, 

2005). Menurut Goffman (dalam Scheid 

& Brown, 2010) menyatakan bahwa 

“stigma concept identifies an attribute 

or a mark residing in the person as 

something the person possesses” artinya 

bahwa konsep stigma mengidentifikasi 

atribut atau tanda yang berada pada 

seseorang sebagai sesuatu yang 

dimiliki. Stigma juga berarti sebuah 

fenomena yang terjadi ketika seseorang 

diberikan labeling, stereotip, separation, 

dan mengalami diskriminasi (Link 

Phelan dalam Scheid & Brown, 2010).  

Goffman (1963) mengatakan bahwa, 

melalui passing, covering serta 

techniques of information control maka 

seseorang dapat mengurangi dampak 

dari stigma bahkan bisa menghindari 

stigma. Teknik-teknik digunakan secara 

berkesinambungan satu sama lainnya 

pada proses terjadinya 

stigmatisasi.Passing dilakukan dengan 

cara melakukan perpindahan dari satu 

kelompok ke kelompok lain, misalnya 

dari kelompok yang memiliki stigma ke 

kelompok yang memiliki stigma kurang 

negatif dari kelompok sebelumnya atau 

bahkan kekelompok yang tidak 

memiliki stigma. Pelaku passing 

biasanya menganggap dirinya (yang 

memiliki stigma) bukan bagian dari 

orang yang di stigma Passing 

merupakan usaha untuk 

menyamarkan/menyembunyikan stigma 

dari sekelompok orang yang tidak 

mengetahui tentang stigma tersebut atau 

terhadap orang-orang yang diharapkan 

tidak mengetahui stigma yang dimiliki. 

Passing hanya bisa dilakukan saat pihak 

lain tidak mengetahui atau hanya pihak 

tertentu saja yang mengetahui tentang 

stigma atau atribut yang dimiliki 

seseorang yang mungkin menjadi 

stigma di masyarakat. Pada kondisi ini, 

mereka pelaku passing berupaya untuk 

memposisikan dirinya pada tempat-

tempat dimana ia bisa menyembunyikan 

jati dirinya. Tahapan berikutnya saat  

seseorang melakukan passing yaitu 

melakukan kontrol atas informasi 

berkaitan dengan dirinya terhadap 

lingkungan sosialnya. Mengkontrol 

informasi dilakukan oleh orang yang 

distigma guna menghindar dengan 

berbagai cara, supaya orang tidak sadar 

dengan kekurangan yang dimilikinya 

serta dianggap sebagai bagian dari 

kelompok orang normal, atau paling 

tidaknya membuat atribut yang ada 

pada dirinya menjadi kurang terstigma. 

Dilakukan dengan membatasi 

pengetahuan orang lain berkaitan 

dengan kekurangan yang ada pada 

dirinya. Adapun covering merupakan 

tahapan akhir terhadap mereka yang 

memiliki stigma yang telah diketahui 

oleh publik serta mau menerima stigma 

tersebut sebagai bagian dirinya. 

Covering bertujuan untuk 

meminimalisir supaya stigma tidak 

tampak dengan jelas sehingga tidak 

mengganggu terjadinya interaksi sosial 

antara pemilik stigma dengan kelompok 

normal lainnya.  



 Agustus, 2020, Volume 2 Nomor 2 
E-ISSN 2656-1026  

 
 
 

Jurnal Sociopolitico 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

94 

Metode Penelitian  
 

Paradigma penelitian ini 

menggunakan paradigm definisi sosial 

digunakan untuk memahami tindakan sosial 

individu yakni tindakan individu yang 

penuh arti. Dengan paradigma definisi 

sosial dapat dikaji proses pengelolan kesan 

dengan teknik normalisasi stigma dalam 

meningkatkan citra di Kepolisian Negeri 

Impian. Berdasarkan paradigma definisi 

sosial, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan 

pendekatan kualitatif sebagaimana 

pendapat McCusker, K., & Gunaydin, 

S.(2015), bahwa pemilihan penggunaan 

metode kualitatif dalam hal tujuan 

penelitiannya adalah untuk memahami 

bagaimana suatu komunitas atau individu-

individu dalam menerima isu tertentu. 

Dalam hal ini, sangat penting bagi peneliti 

yang menggunakan metode kualitatif untuk 

memastikan kualitas dari proses penelitian, 

sebab peneliti tersebut akan 

menginterpretasi data yang telah 

dikumpulkannya. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian fenomenologi. Alfred Schutz 

(1941) dalam Philosophy and 

Phenomenological Research menjelaskan 

bahwa fenomenologi merupakan upaya 

untuk memahami arti setiap perilaku, 

ucapan serta interkasi dalam suatu peristiwa 

maupun yang dikaitkan dengan situasi 

tertentu sebagai suatu syarat adanya 

eksistensi sosial. Lokasi penelitian 

peneltian ditentukan secara sengaja 

(purposive) di Kepolisian Negeri Impian. 

peneliti menggunakan teknik  purposive 

dalam rangka mendapatkan data dan 

informasi yang valid. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Ketiga teknik ini dilakukan 

secara simultan sesuai dengan kebutuhan 

data penelitian guna mendapatkan data 

yang valid dan reliabel. Peneliti 

menggunakan teknik Analisis Data model 

interaktif dan komparatif dari Miles dan 

Huberman (1992). Teknik ini dilakukan 

dengan cara membandingkan antara hasil 

penelitian dengan hasil penelitian 

sebelumnya dan menggunakan uji validitas 

atau keabsahan data menurut Creswell 

(2010). 

 
 

Hasil dan Pembahasan 
  

Hasil temuan penelitian tentang 

pengelolaan kesan dengan teknik 

Normalisasi stigma temuannya adalah: (a) 

dilakukan pemecatan pada anggota yang 

melakukan kesalahan yang berat, (b) 

Menurunkan pangkat setingkat lebih 

rendah, (c) Memutasikan/ 

memindahtugaskan personel Polri yang 

bermasalah dengan tingkat pelanggaran 

sedang, (d) Pimpinan harus bertindak tegas, 

(e) Pemimpin harus bisa menjadi suri 

tauladan yang baik, (f) Memberikan 

penghargaan bagi personel yang berprestasi 

dan memberikan hukuman yang sesuai bagi 

personel yang bermasalah, (g) Memproses 

personel Polri yang bermasalah dengan 

berdasarkan asas keadilan dan Hak asasi 

manusia, (f) Melakukan revolusi mental 

dengan pembinaan keagamaan terhadap 

personel Polri yang bermasalah, (g) Bila 

pelanggaran ringan bisa diberikan hukuman 

fisik seperti lari enam putaran, pushup 

limapuluh kali dan lain-lain, (h) 

Meningkatkan kesejahteraan personel Polri, 

(i) Memberi hukuman sesuai dengan 

tingkat pelanggarannya, (j) pembinaan 

keagamaan terhadap personel Polri yang 

bermasalah dengan tingkat pelanggaran 

ringan, dan (k) Melakukan revolusi mental 

dimulai dari level pimpinan. 
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Kesimpulan  

 

Peneliti ini mengkaji dan 

menganalisa tentang pengelolaan kesan 

dengan teknik normalisasi stigma 

menggunakan dramaturgi sebagai dampak 

dari stigma menggunakan program polisi 

promoter. Dengan menggunakan rancangan 

penelitian kualitatif dan pendekatan 

fenomenologi. Penelitian fenomenologi 

menjelaskan dan mengungkapkan 

pengelolaan kesan dan pengalaman yang 

didasari oleh kesadaran yang terjadi. 

Dikaitkan dengan teori dramaturgi dan 

teknik mengurangi/ menghilangkan stigma 

menurut Erving Goffman. 

Dari temuan penelitian tersebeut di atas 

dapat disimpulkan bahwa: “Dalam 

normalisasi stigma harus dilakukan 

pemecatan dan penurunkan pangkat  bagi 

personel polisi sesuai dengan tingkat 

pelanggarannya”. 

 

Saran 

 

Berdasarkan penelitian tentang pengelolaan 

kesan dengan teknik Normalisasi stigma 

dapat direkomendasikan adalah: 

1. Bagi Lembaga Polri 

a. Dalam pengelolan kesan diperlukan 

komitmen moral yang kuat dari 

pimpinan karena komitment 

pimpinan memberi sumbangsih yang 

besar dalam merubah mental anggota 

personel polisi karena polisi 

menganut sistem hierarki sehingga 

siapapun pemimpinnya bawahan 

harus loyal dan patuh. Bawahan harus 

tunduk dan bawahan harus tunduk 

dan takut.  

b. Personel polisi tunduk kepada 

hierarki yang berlaku dan tentunya 

memiliki landasan kerja, kode etik 

profesi dan disiplin yang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di 

Institusi Polisi. 

c. Melakukan pembinaan revolusi 

mental secara berkesinambungan dan 

terus-menerus sehingga tertanam 

sikap, etika yang baik dan bisa 

diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

d. Melakukan evaluasi dan monitoring 

secara berkala dan terus-menerus 

untuk meningkatkan profesionalisme 

personel polisi dan memperbaiki 

mutu pelayanan dengan 

menggunakan Ilmu pengetahuan 

Teknologi dan media sebagai sarana 

penunjang keberhasilan pelaksanaan 

tugas. 

2. Bagi personel polisi 

Diharapkan dengan pengelolaan kesan 

dan teknik mengurangi stigma, 

personel polisi dapat mempunyai 

komitment kuat untuk menjaga kualitas 

pelayanan publik  dan personel polisi 

bisa bekerja secara professional 

sebagai aparat penegak hukum dan 

penjaga ketertiban masyarakat  yang 

tidak bisa dilakukan dengan sikap 

mental yang buruk, sehingga setiap 

personel polisi akan menyadari bahwa 

citra lembagannya harus dijaga dengan 

penuh kehati-hatian. 

3. Bagi masyarakat 

Masyarakat perlu perduli dan 

memahami Polisi lahir karena adannya 

masyarakat, dan masyarakat 

membutuhkan kehadiran polisi dalam 

menjaga ketertiban, keamanan dan 

keteraturan masyarakat itu sendiri. 

Dalam menjaga Kamtibmas Polisi akan 

berhasil bila terdapat partisipasi 

masyarakat. Oleh karenannya 

masyarakat juga harus mampu 

menempatkan dirinya menjadi polisi 

bagi dirinnya sendiri, sehingga 

diperlukan unsur penekanan dengan 
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kehadiran petugas kepolisian di tengah 

masyarakat dalam setiap waktu dan 

tempat guna meningkatkan disiplin dan 

kepatuhan masyarakat. 
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